Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIKO ANGGCARA PUTRA

NIM : 011900485

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELETAKKAN

SITA PIDANA DALAM KASUS PERAMPASAN ASET
TINDAK PIDANA KORUPSI

M i e Palembang, Mei 2023

Disetujui/Disahkan Oleh ;

Pembimbing Pertama, Pembimbing Kgdua,

MUHAMMAD NUR AMIN.. SH. MH

NIDN. 020.5015.801

NIDN. 023.1058.503

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Judul Skripsi : Kewenangan kejaksaan dalam meletakkan sita pidana dalam
kasus perampasan aset tindak pidana korupsi
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Muhammad Nur amin, SH,. MH.

ABSTRAK

Kewenangan jaksa dalam melakukan sita pidana dalam kasus perampasan aset
tindak pidana korupsi merupakan solusi yang tepat untuk meminimalisir tindak pidana
korupsi. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur jaksa dalam
melakukan perampasan aset terhadap kasus tindak pidana korupsi dan membahas
faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat jaksa dalam mengeksekusi aset pelaku
perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan bagian penelitian hukum
normatif, penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian
menjelaskan bahwa penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan jaksa
mempunyai tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya bahwa pelaksanaan penyitaan aset
pelaku tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagai upaya pengembalian kerugian
negara merupakan suatu upaya paksa yang memiliki tahapan dalam proses
penyitaannya.

Kata Kunci: Kewenangan, Jaksa, Penyitaan, Pelaku Tindak Pidana Korupsi
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penyitaannya. Mekanisme penyitaan aset untuk pengembalian kerugian

negara dapat dilakukan dalam beberapa cara tergantung dengan

pembuktiannya :
I. Mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh
Kejaksaan melalui jalur hukum pidana.
2. Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh kejaksaan
berdasarkan putusan pengadilan.
3. Mekanisme Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur

Hukum Perdata.

2. Dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan atas
penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi antara lain: (1) aset hasil

tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada piha lain, (2) aset
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hasil tindak pi : .

asl pidana korupsi habig atau harta bendanya habis, (3) aset hasil
tindak pidan i e ie

indak pidana korupsi dalam posisj dijaminkan kepada pihak lain, (4) pelaku
tindak pidana korupsi

Sudah meninggal (5) aset hasil tindak pidana telah

dilarikan ke luar negeri,

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi dari penulis berikut diberikan beberapa saran

antara lain sebagai berikut :

I. Bahwa jaksa harus mengedepankan perampasan aset terhadap pelaku
Tindak Pidana Korupsi karena, perampasan aset merupakan solusi yang
tepat untuk meminimalisir Tindak Pidana Korupsi dan membuat efek jera
terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi

2. Bahwa untuk masa yang akan datang harus lebih mengedepan jaksa yang
mempunyai Integritas moral yang baik dan pemahaman dalam melakukan

perampasan aset terhadap pelaku Tindak pidana korupsi.
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